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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 
INFO JUDICIAL REVIEW 

(Resume Ketetapan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditarik 
Kembali Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 

 
KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/PUU-XXI/2023 PERIHAL 

PENGUJIAN MATERIL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 
2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 

TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG 
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
25 MEI 2023 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Kamis, 23 Mei 2023, pukul 15.38 WIB, Mahkamah Konstitusi 

telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

(selanjutnya disebut UU MK) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 11/2021) terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 

Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 37/PUU-XXI/2023. Dalam Sidang 

Pengucapan Putusan Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023, perwakilan DPR RI 

dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 

 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU MK dan UU 11/2021 dalam perkara Nomor 

37/PUU-XXI/2023 diajukan oleh H. Irnensif, S.H., M.H., Dr. Zulhadi Savitri Noor, 

S.H., M.H, Wilmar Ambarita, S.H., M.Si., I Wayan Dana Aryantha, S.H., Made 

Putrinigsih, S.H., Mangatur Hutauruk, S.H., M.H.; Zairida, S.H., M.Hum.; Eko 

Kuntadi, S.H. yang seluruhnya berprofesi sebagai Jaksa Pegawai Negeri Sipil pada 

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 
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Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor 

VST and Partners, Advocates & Legal Consultans, untuk selanjutnya disebut 

sebagai para Pemohon.  

 

C. BATU UJI 

Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU MK, serta Pasal 40A UU 

11/2021 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022. dianggap Pemohon bertentangan dengan 1 

ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I 

ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak 

dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.  

 

D. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian materil UU MK dan UU 11/2021 dalam permohonan a 

quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

 

Dalam Permohonan Provisi 

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, 

Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan provisi para 

Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan  

menunda berlakunya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 tanggal 20  

Desember 2022, bertanggal 17 Maret 2023 (selanjutnya disebut SEJA 1/2023) 

dan  

Keputusan Jaksa Agung Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pencabutan dan 

Pembatalan Keputusan Jaksa Agung tentang Pemberian Kenaikan Pangkat 

Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang 

mencapai Batas Usia Pensiun serta Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan  

Republik Indonesia, bertanggal 20 Maret 2023 (selanjutnya disebut KEPJA  

87/2023), sampai adanya putusan akhir perkara a quo. 

Terhadap permohonan provisi a quo, menurut Mahkamah, dalam konteks  

pengujian undang-undang hal tersebut bukanlah ranah kewenangan Mahkamah  

untuk menyatakan membatalkan ataupun menunda keberlakuan suatu 

keputusan  

yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat 

konkret,  

individual, dan final. Kewenangan demikian telah ditentukan berdasarkan 

peraturan perundangan-undangan tentang kekuasaan kehakiman yaitu menjadi 

kewenangan lembaga peradilan lain. Terlebih, terhadap permohonan a quo 

meskipun terdapat ketentuan Pasal 54 UU MK, namun Mahkamah berpendapat 

tidak memerlukan penyelenggaraan sidang untuk mendengarkan keterangan 

pihak-pihak yang dimaksud dalam permohonan a quo. Sehingga, tidak ada 

relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi yang diajukan oleh 
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para Pemohon berkenaan dengan berlakunya ketentuan-ketentuan yang 

dimohonkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi para 

Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 

 

Dalam Pokok Permohonan 

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Penjelasan  

Pasal 10 ayat (1) dan norma Pasal 47 UU MK, serta Pasal 40A UU 11/2021 

sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

70/PUUXX/2022, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang 

pada pokoknya sebagai berikut (dalil para Pemohon selengkapnya telah dimuat 

dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):  

1. Bahwa menurut para Pemohon, terhadap Penjelasan Pasal 10 ayat (1) 
dan Pasal 47 UU MK belum pernah dilakukan pengujian yang diputus oleh 
Mahkamah Konstitusi yang dalam Putusannya mengubah atau memaknai  
Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU MK tersebut. Adapun 
terhadap pengujian Pasal 40A UU 11/2021 pernah diajukan permohonan 
pengujian dengan Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 yang menggunakan 
dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) 
UUD 1945. Sementara dalam Pengujian perkara a quo, menurut para 
Pemohon, dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 
28D ayat (1), Pasal  28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) 
UUD 1945; 

2. Bahwa menurut para Pemohon, putusan Mahkamah Konstitusi yang 
berlaku  prospektif tidak bermanfaat untuk memulihkan kerugian hak 
konstitusional  yang bersifat aktual yang telah terjadi atau dialami oleh 
para Pemohon sebelum  perkara diputus oleh Mahkamah Konstitusi, 
terlebih lagi kerugian konstitusional  tersebut sudah terjadi sebelum 
perkara tersebut diajukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi.  

3. Bahwa menurut para Pemohon, untuk dapat memaksimalkan peran  
Mahkamah Konstitusi dalam memberikan perlindungan hak 
konstitusional  kepada Warga Negara, maka Penjelasan Pasal 10 ayat (1) 
dan Pasal 47 UU  MK haruslah dimaknai sifat final dan mengikat Putusan 
Mahkamah Konstitusi berlaku terhadap peristiwa/hubungan hukum yang 
telah terjadi pada  pemohon/warga negara yang mengalami kerugian 
konstitusional secara aktual  sebelum putusan diucapkan dalam sidang 
pleno terbuka untuk umum, yang  dimuat dalam amar Putusan.   

4. Bahwa menurut para Pemohon, apabila tidak dimaknai sebagaimana 
tersebut  di atas, maka Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU MK 
menjadi  bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 
28G ayat (1),  Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 karena 
tidak memberikan  jaminan perlindungan atas hak konstitusional, 
menimbulkan perlakuan yang  berbeda, tidak adanya jaminan kepastian 
hukum, serta merampas harkat dan  martabat warga negara yang 
mengalami kerugian secara aktual.  

5. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana 
telah  dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-
XX/2022 telah  menimbulkan perlakuan yang diskriminatif terhadap 
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sesama jaksa yang  diberhentikan pada usia 62 tahun sebelum UU 
11/2021 diundangkan atau  diberhentikan pada usia 60 tahun setelah UU 
11/2021 diundangkan, walaupun  hanya berbeda 1 hari.  

6. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan SEJA 1/2023 dan KEPJA  
87/2023 terdapat 25 Jaksa yang surat keputusan pensiunnya dicabut dan  
dibatalkan karena 25 Jaksa tersebut genap berusia 60 tahun setelah 
Putusan  Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor  70/PUU-XX/2022 sehingga 25 Jaksa tersebut mendapat 
perlindungan atas hak  konstitusionalnya yakni tidak jadi diberhentikan 
dengan hormat pada usia 60  tahun namun tetap pensiun pada usia 62 
tahun sebagaimana diatur dalam  Pasal 12 huruf c UU 16/2004. Artinya, 
25 jaksa tersebut telah mendapatkan  perlakuan yang sama yakni 
diberhentikan dengan hormat pada usia 62 tahun,  sama dengan jaksa 
yang berusia 60 tahun sebelum UU 11/2021 diundangkan  yakni 
diberhentikan pada usia 62 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12  
huruf c UU 16/2004.  

7. Bahwa menurut para Pemohon, ironisnya, terdapat jauh lebih banyak 
jaksa  yakni 116 jaksa yang justru tidak mendapatkan perlindungan hak  
konstitusionalnya karena telah diberhentikan dengan hormat pada usia 
60  tahun setelah UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 
2021  hingga tanggal 10 Oktober 2022 sebelum Putusan Sela Nomor 70-
PS/PUUXX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-
XX/2022.  

8. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana 
telah  dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-
XX/2022 yang menjadi dasar terbitnya SEJA 1/2023 dan KEPJA 87/2023 
menyebabkan  terjadinya diskriminasi atau perlakuan berbeda antara 25 
jaksa yang  mendapatkan jaminan masa pensiun pada usia 62 tahun 
dengan 116 Jaksa  yang tetap diberhentikan dengan hormat pada usia 60 
tahun.  

9. Bahwa menurut para Pemohon oleh karena pertimbangan hukum 
dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 tidak 
dibarengi  dengan rumusan pemaknaan dalam amar putusannya yang 
secara tegas memberlakukan ketentuan Pasal 12 huruf c dalam UU 
16/2004 terhitung sejak  UU 11/2021 diundangkan yakni 31 Desember 
2021 hingga 5 tahun ke depan  sebagaimana dimaksud dalam 
pertimbangan hukumnya, maka mengakibatkan  tidak terlindunginya 
hak-hak konstitusional 116 Jaksa yang memasuki usia  pensiun 60 tahun 
per tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10  Oktober 2022.  

10. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para Pemohon 
memohon kepada  Mahkamah agar menyatakan Penjelasan Pasal 10 ayat 
(1) dan norma Pasal  47 UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan  hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
“putusan Mahkamah Konstitusi  mempunyai kekuatan mengikat sejak 
diucapkan, kecuali Mahkamah dalam amar putusan menentukan lain”; 
serta Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana  telah dimaknai dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai “diberlakukan 5 (lima) tahun sejak UU  11/2021 
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diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021”.  
 

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para 

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1  

sampai dengan bukti P-47, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk  

Perkara.  

 
[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas dan  

sebagaimana telah dipertimbangkan juga dalam menjawab permohonan provisi  

para Pemohon pada Paragraf [3.7] di atas, Mahkamah berpendapat tidak 

terdapat  urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak 

sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.  

 

[3.11] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas Penjelasan Pasal  

10 ayat (1) dan norma Pasal 47 UU MK, serta Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana  

telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, 

yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah 

akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon dikaitkan dengan 

ketentuan Pasal  60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 

2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 

(PMK 2/2021),  sehingga terhadap permohonan a quo dapat diajukan kembali.  

 
Pasal 60 UU MK menyatakan:   
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undangundang 
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.   
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan  jika 
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 
1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.   
 
Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:   
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang  telah 
diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.   
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan  jika 
materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau 
terdapat alasan permohonan yang berbeda.  
 
Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian  

konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat 

dimohonkan  pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau 

alasan permohonan  yang berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah 

Mahkamah membaca  secara saksama materi permohonan para Pemohon, 

terhadap pengujian Pasal 40A  UU 11/2021 pernah diajukan permohonan 

pengujian dengan Perkara Nomor  70/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 27/PUU-

XX/2022. Pada Perkara Nomor  27/PUU-XX/2022 telah diputus oleh Mahkamah 

yang diucapkan dalam Sidang  Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 
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2022 dengan amar putusannya  menyatakan permohonan para Pemohon tidak 

dapat diterima karena permohonan  para Pemohon adalah kabur. Adapun dalam 

Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 menggunakan dasar pengujian yaitu Pasal 1 

ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal  28I ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, 

dalam permohonan a quo, dasar pengujian  yang digunakan adalah Pasal 1 ayat 

(3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1),  Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat 

(4) UUD 1945. Dengan demikian, terdapat  dasar pengujian dalam permohonan a 

quo yang tidak menjadi dasar dalam  pengujian perkara Nomor 70/PUU-XX/2022, 

yaitu Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.  

Bahwa terhadap persoalan di atas, setelah Mahkamah mencermati dalildalil 

permohonan para Pemohon, terdapat pasal yang diujikan sama yakni Pasal40A 

UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi  

Nomor 70/PUU-XX/2022, namun permohonan a quo menggunakan dasar 

pengujian  yang berbeda, selain itu juga para Pemohon mengajukan permohonan 

pengujian pasal lain yaitu Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK dan norma Pasal 47 

UU MK.  Terlebih lagi, terhadap permohonan pengujian Pasal 40A UU 11/2021 

sebelumnya  yaitu dalam Perkara Nomor 27/PUU-XX/2022, Mahkamah juga 

belum menilai dalil  pokok permohonan karena permohonan para Pemohon 

tidak memenuhi syarat formil (permohonan para Pemohon kabur). Dengan 

demikian, terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan menurut 

hukum atau tidak, secara formal permohonan para Pemohon a quo dapat 

diajukan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 

2/2021.  

 

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo dapat diajukan  

kembali, maka setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para 

Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, dan 

mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan 

mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.  

 

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 10 ayat  

(1) dan norma Pasal 47 UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D  

ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945  

karena menimbulkan perlakuan yang berbeda, tidak memberikan jaminan  

perlindungan, tidak adanya jaminan kepastian hukum, serta dapat merampas 

harkat  dan martabat warga negara yang mengalami kerugian secara aktual. 

Terhadap dalil  para Pemohon a quo, menurut Mahkamah Konstitusi khususnya 

dalam Pasal 24C  ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa Mahkamah 

Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada 

tingkat pertama dan terakhir  yang putusannya bersifat final untuk menguji 

undang-undang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara yang  kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 

memutus pembubaran  partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 
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pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi didesain oleh konstitusi sebagai lembaga 

peradilan independen yang  secara struktur kelembagaan tidak ada badan 

peradilan lainnya baik di bawah  maupun di atasnya. Pengertian putusan tingkat 

pertama dan terakhir pada Mahkamah Konstitusi adalah dimaksudkan sebagai 

putusan pengadilan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht 

van gewijsde) dan tidak mengenal adanya stelsel peradilan secara berjenjang 

seperti banding dan kasasi di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. 

Dengan demikian, dalam hal pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah tidak 

mengenal mekanisme upaya hukum lain terhadap putusannya, sehingga 

menjadikan putusannya bersifat final dan mengikat sejak selesai diucapkan 

dalam sidang pleno terbuka untuk umum.  

Bahwa secara doktriner telah menjadi pengetahuan umum suatu putusan 

pengadilan yang bersifat final dan mengikat (final and binding) adalah 

memperole kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum 

lain yang dapa ditempuh. Hal tersebut secara hukum dipertegas pula dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pelaksanaan 

amanat konstitusi. Dalam hal ini, Pasal 47 UU MK menyatakan, “Putusan 

Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai 

diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Selain itu, Penjelasan Pasal 

10 ayat (1) UU MK menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, 

yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum 

tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat 

final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam  Undang-Undang ini mencakup 

pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”. Pasal 47 UU MK dan 

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK tersebut merupakan dasar hukum bagi 

Mahkamah dalam memutus perkara yang menjadi kewenangannya. Dalam 

pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang, adanya Pasal 47 UU MK dan 

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK justru memberikan kepastian hukum bagi 

masyarakat terhadap keberlakuan suatu norma undang-undang. Dalam hal ini, 

ketentuan Pasal 47 UU MK memberikan penegasan bahwa putusan Mahkamah 

pada prinsipnya bersifat prospektif yang berlaku ke depan sejak selesai 

diucapkan. Oleh karenanya, ketentuan suatu pasal dalam undang-undang yang 

berlaku sejak dimuat dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia akan tetap berlaku sebagaimana mestinya sepanjang tidak 

diubah oleh undang-undang terbaru atau sepanjang tidak ada putusan 

Mahkamah Konstitusi yang membatalkan atau menunda keberlakuan penjelasan 

atau norma pasal undang-undang tersebut. Dengan demikian, dalil para Pemohon 

perihal Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK dan norma Pasal 47 UU MK 

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), 

Pasal  28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, adalah tidak beralasan 

menurut  hukum.  
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[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon selanjutnya mendalilkan mengenai  

Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah  

Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, telah menimbulkan perlakuan yang 

diskriminatif  terhadap sesama jaksa yang diberhentikan pada usia 62 tahun 

sebelum UU 11/2021  diundangkan dan yang diberhentikan pada usia 60 tahun 

setelah UU 11/202 diundangkan. Dalam petitumnya, para Pemohon memohon 

kepada Mahkamah agar  Pasal 40A UU 11/2021 dimaknai kembali menjadi 

“diberlakukan 5 (lima) tahun sejak UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 

Desember 2021”. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, pada pokoknya 

Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus perihal konstitusionalitas 

norma Pasal 40A UU 11/2021 a quo dalam Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-

XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 yang amar 

putusannya masing-masing sebagai berikut.  

Bahwa dalam amar Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022, Mahkamah  

menyatakan: 

 
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 
Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir: 
1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon; 
2. Menyatakan menunda berlakunya Pasal 40A Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berlaku sejak putusan ini 
diucapkan. 

 
Bahwa dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 

Mahkamah menyatakan: 

5. AMAR PUTUSAN 
Mengadili: 

Dalam Provisi 
Menyatakan sah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 70-
PS/PUUXX/2022 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum 
pada 11 Oktober 2022. 
 
Dalam Pokok Permohonan 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;  
2. Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan 
norma Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia 
pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 



 

9 
 

11/2021 diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah 
a quo diucapkan”;   

3. Menyatakan tetap berlaku ketentuan batas usia pensiun dalam 
UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) 
selama 5 (lima) tahun ke depan;  

4. 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 

5. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.  
 
Berkenaan dengan Putusan-Putusan dimaksud, penting bagi Mahkamah untuk 

menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut: 

 

[3.14.1] Bahwa dalam pertimbangan hukum pada Paragraf [3.14] Putusan  

Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, Mahkamah pada pokoknya telah  

mempertimbangkan perihal diperlukannya waktu yang cukup agar pelaksanaan  

aturan peralihan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 40A UU 

11/2021 dapat dilaksanakan secara seimbang. Dengan kata lain, pelaksanaan 

ketentuan  peralihan Pasal 40A UU 11/2021 tidak boleh diberlakukan seketika, 

karena tidak  memberikan perlindungan hukum terhadap jaksa yang terdampak 

karena harus pensiun secara tiba-tiba. Mahkamah menilai adalah adil apabila 

pemberlakuan  ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan 

ketentuan norma Pasal 12  huruf c UU 11/2021 baru diberlakukan 5 (lima) tahun 

sejak UU 11/2021  diundangkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-

XX/2022 pada pokoknya menegaskan kembali amar Putusan Sela Nomor 70-

PS/PUU-XX/2022 yang telah menyatakan menunda berlakunya Pasal 40A UU 

11/2021. Dengan adanya penundaan tersebut maka Pasal 12 huruf c UU 16/2004 

masih tetap berlaku  sebagaimana sebelum adanya ketentuan peralihan dalam 

Pasal 40A UU 11/2021.  Dalam kaitan ini, UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 

31 Desember 2021 yang artinya mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. 

Dengan demikian, pemberhentian jaksa yang sejak tanggal 31 Desember 2021 

berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih adalah tetap mengikuti ketentuan 

batas usia pensiun  sebagaimana diatur dalam UU 16/2004. Dengan pendirian 

Mahkamah demikian,  maka sejak tanggal 31 Desember 2021 bagi jaksa yang 

telah berusia 60 (enam  puluh) tahun atau lebih dengan sendirinya akan pensiun 

secara bervariasi sesuai  dengan capaian usianya masing-masing dengan 

maksimal usia pensiun 62 (enam  puluh dua) tahun berdasarkan Pasal 12 huruf c 

UU 16/2004. Hal tersebut berlaku  hingga 5 (lima) tahun ke depan sejak UU 

11/2021 diundangkan. Dengan demikian  amar Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 70/PUU-XX/2022 pada angka 2 bahwa  “Ketentuan norma Pasal 40A UU 

11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun  jaksa yang diatur dalam 

ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 diberlakukan 5 tahun (lima) 

tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan” adalah untuk  memberikan 
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penegasan secara declaratoir bahwa Pasal 40A juncto Pasal 12  huruf c UU 

11/2021 ditunda pemberlakuannya agar UU 11/2021 berlaku secara  

berkesinambungan sejak diundangkan.  

Bahwa dalam kaitan ini, tidak ada alasan pula bagi Mahkamah untuk  

memberlakukan putusan dalam perkara a quo secara surut (retroaktif) 

sebagaimana dalil para Pemohon, karena dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 70/PUUXX/2022 yang telah memaknai Pasal 40A UU 11/2021 tidak ada 

lagi ketidakpastian  hukum yang ditimbulkan oleh Pasal 40A UU 11/2021 

tersebut.  

 

[3.14.2] Bahwa adapun berkaitan dengan pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021  

yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-

XX/2022 yang dimohonkan para Pemohon untuk dimaknai kembali menjadi 

“diberlakukan 5  (lima) tahun sejak UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 

Desember 2021”,  menurut Mahkamah, menjadi tidak relevan untuk 

dipertimbangkan kembali, karena  dengan mendasarkan pada uraian 

pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.14.1] di  atas maka dengan sendirinya 

pemberhentian jaksa yang sejak tanggal 31 Desember  2021 berusia 60 (enam 

puluh) tahun atau lebih adalah tetap mengikuti ketentuan  batas usia pensiun 

sebagaimana diatur dalam UU 16/2004 yaitu tetap akan pensiun  secara 

bervariasi sesuai dengan capaian usianya masing-masing dengan maksimal  usia 

pensiun 62 (enam puluh dua) tahun berdasarkan Pasal 12 huruf c UU 16/2004  

hingga 5 (lima) tahun sejak UU 11/2021 diundangkan sebagaimana ketentuan  

norma Pasal 40A UU 11/2021 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah  

Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022. Dengan demikian, berdasarkan 

pertimbangan  hukum di atas, dalil para Pemohon bahwa Pasal 40A UU 11/2021 

sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

70/PUU-XX/2022,  menimbulkan perlakuan yang diskriminatif terhadap sesama 

jaksa bukan lagi  merupakan persoalan konstitusionalitas norma melainkan 

persoalan implementasi  putusan Mahkamah. Oleh karena itu, dalil para 

Pemohon perihal Pasal 40A UU  11/2021 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), 

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) 

UUD 1945, adalah tidak beralasan  menurut hukum.  

 

[3.14.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai  

Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah  

Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, yang menurut para Pemohon menjadi dasar  

terbitnya SEJA 1/2023 dan KEPJA 87/2023 yang telah menimbulkan kerugian 

bagi  para Pemohon, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan persoalan 

konkret dan  penerapan putusan Mahkamah sehingga bukan merupakan 

kewenangan  Mahkamah untuk menilai legalitasnya. Meskipun demikian, 

Mahkamah perlu  mengingatkan kembali bahwa implementasi dari suatu pasal 

dalam undang-undang,  terlebih yang telah dimaknai oleh Mahkamah, haruslah 
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dilaksanakan sesuai dengan  muatan ketentuan dalam pasal tersebut atau 

pemaknaan Mahkamah. Dalam suatu  hierarki norma, tidak seharusnya 

peraturan perundang-undangan yang tingkatnya  lebih rendah menganulir 

ataupun mengesampingkan peraturan perundangundangan yang ada di atasnya 

termasuk norma undang-undang yang telah  dimaknai dalam suatu putusan 

Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, penerapan Pasal 40A UU 11/2021 

haruslah berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 70/PUU-

XX/2022 dan putusan a quo.  

 

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,  

Mahkamah berpendapat Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK, norma Pasal 47 UU  

MK, dan Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana keberlakuannya telah ditunda 

dalam  Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 serta telah dikuatkan dan 

dinyatakan sah  dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, 

telah ternyata tidak  bersifat diskriminatif, tidak menimbulkan ketidakpastian 

hukum, tidak  menghilangkan jaminan perlindungan, serta tidak merampas 

harkat dan martabat  warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana 

didalilkan oleh para  Pemohon. Dengan demikian, permohonan para Pemohon 

tidak beralasan menurut  hukum untuk seluruhnya.  

[3.16] Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena  

dinilai tidak ada relevansinya.  

 

E. MENGADILI 

Dalam provisi: 

Menolak permohonan provisi para Pemohon. 

 

Dalam pokok permohonan: 

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 

 

F. PENUTUP 

Bahwa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 37/PUU-

XXI/2023 yang menolak permohonan Para Pemohon maka ketentuan Penjelasan 

Pasal 10 dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah 

dimaknai dalam Putusan No. 70/PUU-XX/2022 dinyatakan tidak bertentangan 

dengan UUD NRI Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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